BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Konsep koperasi dapat dilihat dari berbagai sudut
pandangan yang berlainan. Ia dapat dipahani dari segi
wawasan ideologi dan atau filosofis, dari segi teori dan
dari segi pragmatik. Para pakar seperti Ch. Gide,
Schultze, Robert Owen dan lain—lain, cenderung memahami
koperasi dari segi wawasan ideclegi. Ini tampak dari model

pendekatan reformasi sosial (gegio refermistic appreoach?

yang merekz kembangkan. Pendekatan ini memandang koperasi
sebagai wahana untuk melakukan perubaban sosial-ekonomi
dari sistem vang kapitalistik yang dipandang tidak adil
kepada sistem yang lebih adil dimana tidak ada perten-
tangan kepentingan antara pemilik modal dengan buruh,
antara sekelompok elit yang diuntungkan dengan kalangan
masyarakat luas yang kurang diuntungkan {EBmelianocff, 1346,
h, 3).

Pemahaman koperasi dari segi teori cenderung lebih
menekankan aspek ekonominya di samping kelembagaannya.
Jika penekanannya terutama pada aspek kelembagaan koperasi
maka kita mengenal teori koperasi yang ideal, yang melihat
koperasi sebagail suatu institusi yang berdasarkan

kebersamaan, solidaritas dan gotong royong. Jika



penekananya terutama pada aspek ekonomi, maka dikenal
- adanya teori koperasi riil dengan pakar-pakarnya yang
terkenal seperti Preuss {1969}, Eschenburg (1971},
Boettcher (1380}, Engelhardt (1980) dan Scheiter (1982)}.
Menurut teori ini koperasi harus berdasarkan pada
individualitas dan kolektivitas.

Individualitas mengkonsepsikan bahwa individu
adalah fokus dan bukan kelompok. Individu dipandang kuat
untuk memecahkan masalahnya sendiri. Perilakunya egoistis
dan independent serta tidak berjiwa gotong royong ataupun
kebersamaan. Karakteristik yvang demikian umumnya berkaitan
dengan organisasi kapitalistik seperti perseroan
terbatas, firma dan juga koperasi di negara maju.

Xolektivitas mengkonsepsikan adanya kelompok dengan
banyak anggota yang mengikuti suatu kelompok elit yang
dominan. bominasi kelompok elit tersebut meliputi
pengarbilan keputusan, pengelolaan, kepemimpinan,
pengendalian dan sebagalinya, sedangkan massa hanya menjadi
pengikut. Karekteristik yang demikian mengacu kepada model
birokrasi, sebagaimana banyak dijumpal pada koperasl di
Indonesia, dan juga pada beberapa nagaza di Eropa (Heru
Sutojo dalam MsUI No. 7 Th. XIX, Juli 1990, h. 18).

Pengertian koperasi secara pragmatik adalah
organisasi yang didirikan dengan tujuan wutama menuniang
kepentingan ekonomi para anggotanya melalui suatu

perusahaan bersama.




Konsep tersebut adalakh senada dengan definisi
organisasi koperasi yang secara internasional digunakan
oleh konferensi Buruh Internasional pada tahun 1966,
sebagaimana dikemukakan berikut ini :

Suatu organisasi koperasl adalah suatu perkumpulan
dari seijumlah orang yang bergabung secara sukarela
untuk mencapal suatu tujuvan yang sama melalul
pembentukan suatu organisasi yang diawasl secara
demokratis, melalul penyeteran suatu kontribusi yang
sama untuk modal yang diperlukan dan melalui
pembagian resiko serta manfaat yang wajar dari usaha,
di mana para anggotanya berperan-serta secarz aktif.
{ Hans H. Muenknexr, 1985, h. 4}.

Dari pola strukturalnya definisi tersebut di atas
mencakup 4 unsur, yang menunjukkan ciri khusus suatu
organisasi koperasi, yaitu :

{1} adanya sekelompok orang yang memiliki sekurang-
kurangnya suatu kepentingan ekonomi ;

{2) adanya motivasi untuk menolong diri sendiri,
artinya adanya tujuan kelompok dan tujuan setiap anggota
kelompok untuk mewujudkan kepentingannya melalui usaha
bersama atas dasar saling toleng-menolong ;

{3) adanya sarana untuk mencapai tujuan itu, yaitu
melalui pembentukan suatu perusahaan }

(4) adanya sasaran utama dari perusahaan koperasi
itu, yaitu melaksanakan kegliatan-kegiatan yang menunjang
atau memperbaiki situasi ekonomi para anggota (perxusahaan
atau rumah tangga anggotal.

. Dari unsur-unsur seperti dikemukakan 4i atas,

penekanannya adalah pada peningkatan motivasi untuk



menolong diri sendiri melalui kegiatan berkopersi dan
bukannya pada bantuan pemerintah atau bantuan altruistik
lainnya. Dengan perkataan lain prinsip swadaya adalah yang
utama. Oleh karena swadaya memerlukan inisiatif, maka para
anggota .kopersi sesungguhnya harus dipersiapkan untuk
mengembangkan inisiatif, dan untuk berperan serta s5secara
aktif dalam usaha bersama (Hans H. Muenkner, 1985, h. 5}.

Ada pendapat bahwa koperasi yang menganut konsep
pragmatik hanyalah sekedar mengganti egoisme perseorangan
dengan egoisme kelompok. Dalam beberapa hal pendapat
tersebut mempunyai kebenaran. Tujuan utama suatu - keperasi
adalah menuniang kepentingan angotanya, atau sabagaimana
dikatakan- oleh Calvert (13853), bahwa para  anggoeta
menghimpuﬁ diri dalam suatu organisasi koperasi untuk
menunjang kepentingan ekonominya dan bukan untuk
kepentingan siapa pun.

Bagaimanakah konsep koperasi Indonesia ?

Tidak dapat disangkal bahwa koperasi adalah konsep
dan teori .yang 1lahir dan berkembang di manca negara-
Koperasi tumbuh untuk pertama kalil dalam wadah masyarakat
yang kapitalistik, yang kemudian berkembang kemana-mana
termasuk Juga ke masyarakat yang agraris tradisional,
sepexrti halnya dengan Indonesia.

Secara formal pengertian Koperasi Indonesia adalah
organisasi ekonomi masyarakat yang berwatak sosial,

beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi




yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama
berdasarkan atas azas kekeluargaan {UU No. 12 th. 1367,
pasal 3}.

Dalam memor i penjelasan pasal undang-undang
tersebut dinyatakan, bahwa Koperasi Indoneslia adalah
kumpulan dari orang-orang yang Sebagai manusia secara
hersama-sama berqotbng royong berdasarkan persamaan,
bekerdia untuk memajukan kepentingan-kepentingan
perekonomian mereka dan kepentingan masyarakat.

Bari pengertian umum di atas, maka disyaratkan
adanya ciri-ciri sebagai berikut :

{1} bahwa Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-
orang dan bukan kumpulan modal. Pengaruh dan penggunaan
modal dalam Koperasi Indoﬁesia tidak boleh mengurangi
makna dan tidak boleh mengaburkan pengertian tersebut. Ini
berarti Koperasi Indonesia harus benar—benar mengabdi
kepada prikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan;

{2} bahwa Koperasi Indonesia bekerja sama,
bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan
kewajiban yang berarti Koperasi merupakan wadah demokrasi
ekonomi dan sosial;

(3) bahwa segala kegiatan Koperasi Indonesia harus
didasarkan atas kesadaran para anggota;

{4) bahwa tujuan Koperasi Indonesia harus benar-
benar merupakan kepentingan betsama dari para anggoetanya,

dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan Jasa yang



disumbangkan para anggota masing-masing.

Selanjutnya, penjelasan terhadap pasal 4 menyatakan
bahwa koperasi berfungsi sebaqai_alat per juangan ekonomi
untuk mempertinggi kesejiahteraan rakyat dan sebagai alat
pendemokrasian ekonomi nasional.

Dari perumusan-perumusan formal mengenai pengertian
dan fungsi Koperasi Indonesias seperti dikemukakan diatas,
nampak adanya ¢iri idiil dan ciri pragmatik serta
sekaligus 3Juga mengemban misi reformasi sosial. Dengan
kata iain aspek ideclogisnya kuat tetapi aspek
pragmatiknya juga dipentingkan.

Sejarah gerakan kopeiasi Indonesia sesungguhnya
tidak terpisahkan dengan sejarah kebangkitan nasional
serta perjuangan kemerdekaan nasionai. Penindasan dan
perlakukan tidak adil secara sosial, politik dan ekonomi
vang diderita rakyét Indonesia sebagal rakyat Jjajahan
telah membangkitkan kesadaran akan nilail kedaulatan
rakyat, sebagai alternatif terhadap penjajishan, penindasan
dan perlakuan tidak adil tersebut.

Keadaulatan rakyat Indonesia didasarkan atas paham
integralisme yang berlawanan deﬁgan paham individualisme
seperti halnya d4i Barat, dan Jjuga berlawanan dengan paham
komunisme. Istilah integralisme ini lahir sebagai hasil
dialeg antara Prof. Soepomo dan Bung Hatta dalam proses
penyusunan UUD 1945. Paham integralisme mengutamakan

kepentingan rakyat keseluruhan, bukan kepentingan orang-



seorang maskipun hak azasl orang-seorang tetap.dihormati.

palam wawasan nilail budaya, kedaulatan rakyat dapat
dipersepsi sebagal nilal budaya unggul yang merupakan
suatu puncak budaya bangsa merdeka {8ri-Edi Swasono, 1391,
h. 7). Paham kedaulatan zrakyat Indonesia mencakup
kedanlatan politik maupun kedaulatan ekonomi atau
demokrasi ekonomi yang dalam proses penyusunan UuD 1945
menjiwai dan menyemangati pasal 33 UUD tersebut. Dengan
demikian ide dan paham koperasi Indonesia yang telzh ada
bersama lahirnya kebangkitan nasional, dan berkembang
bersama per juangan kemerdekaan nasjional diabsahkan
xemudian secara konstitusional dalam pasal 33 UUD 1345,
Oleh karena itu pula maka tidak mengherankan bahwa pasal
ini merexomendasikan koperasi sebagai bangun perusahaan
yang diidéalkan sebagai demokrasi ekonomi.

Ide dan paham koperasi Indonesia berkembang men3izadi
gerakan vang ditopang oleh nilai-nilal kebersamaan, asas
kekelqaxgaan, solidaritas dan tanggung jawab sosial, serta
kemandiiian (individualital. Berdasarkan nilai-nilai
tersebut kepentingan 0Iang-s&0Iang dipadukan secara serasi
dengan kepentingan orang banyak dalam bangun usaha
koperasi dan melalui sistem ekonomi koperasi.

Dalam koperasi dan melalui Yoperasi rakyat
Indonesia yang telah menderita kemiskinan dan kemelaratan
dalam sistem ekonomi subordinasi 4i masa penjajahan, dan

dalam cistem ekonomi liberal-kapitalistik, dapat menjadil
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mitra usaha dalam berbagal jenis dan Jeniang kegilatan
ekonomi. Melalui kemitraan itu diwujudkan kebersamaan dan
asas kekeluargaan kehidupan ekonomi. Dalam kebersamaan
semacam itu pulalah diperoleh nilaji tambah kemartabatan ai
samping nilal tambah ekonomi (Sri-Edi Swarrrsono, 1991, h.
7).

Palam pada itu rumusan yang menyatakan bahwa
Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang dan bukan-
nya kumpulan modal, mengisyaratkan bahwa unsur manusia
adalah vyang utama. Muslimin Nasution (1984) menyatakan
bahwa unsur manusia adalah bangunan bawah {building
gjgckg} Koperasi Indonesia. Dalam menjalankan fungsi dan
peranannya sebagal organisasi ekonomi rakyat yang berwatak
sosial, maka unsur manusia tersebut merupakan konsep Yang
sangat fundamental. Dalam arti normatif, konsep manusia
seutuhnya dapat diartikan sebagal manusia yang bisa
mencapal harkatnya dalam wujud atau tahap penemuan diri,
self-actuglization. e

Karena Koperasi Indonesia merupakan kumpulan
manusia yang telah bersepakat melakukan usaha bhersama
antuk mencapai tujuan bersama, maka sesungguhnya dapat
dikatakan bahwa aset koperasi adalah para anggota sendiri,
yaitu sumbexr daya manusia. (Hldayat, dalam Choizrul
pjamhari, ed., 1984, h. 74}.

Jika unsur manusia adalah yang utama dalam

koperasi, wmaka pebinaan dan pengembangan koperasi adalah



{uga berarti pembinaan d4an pengembangan sumber daya
manusia. Bal ini mengindikasikan upaya transformasi
sumber daya manusia, dalam mana pendidikan umumnya dan
pendidikan luar sekolah (PLS) khususnya memiliki akses.
Dalam perspektif pendidikan luar sekolah, pembinaan
dan pengembangan sumber daya manusia koperasi, dapat
berlangsung secara tersendiri, terlepas atauv tidak terkait
langsung dengan mekanisme kegiatan koperasi sebagai unit
ekonomi. Akan tetapi, pembinaan dan pengembangan texrsebut
_ dapat juga merupakan sesuatu yang sifatnya integratif, d4i
mana kegiatan dalam koperasi itu selalu atau dapat membawa
unsur peningkztan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan
aspirasi para anggota. Dalam arti ini wmaka keglatan
Koperasi dapat dipandang sebagail mekanisme pendidikan.

Dalam pembinaan dan mekanisme kegiatan KUD dapat

diidentifikasikan dua pola kegiatan belajar dan
pembelajaran, yakni formal intructional setting dan
patural societal setting. Kedua pola tersebut dapat

dijumpai baik pada proses pener imaan gagasan, konsep, d4dan
program KUD, maupun pada tahap aplikasi konsep, program,
dan praktek KubD. Pemberian infermasi, penerangan,
bimbingan, dan penyuluhan perkoperasian dapat diklasi-

fikasikan dalam proses formal intructional setting.

Sedangkan experiential learning yang melekat pada

keseluruhan mekanisme kegiafan KUD digolongkan ke dalam

bentuk natural societzl setting.
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Konsep dan program KUD sebagal hasil rekayasa luax
telah diupayakan untuk discsialisasikan dan diadaptasikan
dalam kehidupan komunitas pedesaan meialui pola pendekatan
atas bawah (top down). Kenyataan menunjukkan d3i banyak
desa, bahwa tujuan vyang hendak dicapai dalam hal ini
menghadapi banyak kesulitan. Hambatan yang dijumpal
d% antaranya ialah faktor modal dan faktor manusia. Faktor
manusia ini meliputi masalah kualitasnya dan sistem nilai
budavanya yané majemuk yang berkaitan pula dengan masalah
persepsi dan aspirasinya.

Dalam perspektif pendidikan tingkat partisipasi
segenap anggoeta Kub daéat digqunakan sebagal indikator
mengenai seberapa jauh konsep dan program KUD itu telah
disosialisasikan dan dliadaptasikan.

partisifasi vyang ideal (Herman Soewardi, 1983},
adalah kelkutsertaan para anggota secara menyeluruh dalam
pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, arah dan
' Iingkah usaha, dalam pemanfaatan peléyanan usaha dan dalam
menikmati sisa hasil usaha (Balitbang Depkop, 1985, h.
53). Ada tidaknya partisipasi itu menunjukkan apakah suatu
bangunan usaha. dapat disebut koperasi atau hanya
koperasi semu.

Kenyataan menunjukan bahwa pada kebanyakan Kub,
partisipasi anggota barulahl sekedar sebagai "penerima
layanan" atau partisipasi yang pasif. Bahkan pada KUD-KUD

yang tergolong maju, yang menyandang predikat kelas A,
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partisipasi anggotanya kebanyakan masih bersifat elemen-
ter, seperti, kesediaan membayar simpanan pokok, simpanan
waiib, dan mungkin Jjuga sejumlah tertentu s impanan
sukarela, serta kesetisan menjadi pelanggan KUD-nya.

ridak dapat disangkal bahwa tingkat pendidikan yang
rendah mexrupakan salah satue faktor rendahnya tingkat
partisipasi anggeta XUD. Pada umumny: orang dewasa vyang
tingkat pendidikan formalnya rendah, kemampuan operasi
kocgnitifnya hanya pada tingkat operasi konkrit. Karena itu
konsep KUD yang bersifat kompleks dan asing bagi kultux
pedesaan itu, tidak begitu mudah mereka pahami.

Soedarsonc Hadisaputro (1985) menunjuk paternalisme
sebagal penghambat yang lain bagi terwuajudnya partisipasi
yang ideal anggota KUD. Hal ini selanjutnya menghambat
terwujudnya demokrasi ekonomi dalam KUub. Ppla hubungan
patron-client dalam masyarakat paternalistik, merupakan
pola hubungan vertikal antaxa dua pihak yang berbeda
status, hak dan kewajibannya. Tentang hal ini Herman
Scewardi mengatakan sebagai beriknt :

"patron dap client dalam masyarakat kita hidup dalam
suasana keeratan, keduna belah pihak saling tergantung
darn saling menghidupi bersama. Sang patron sangat
menyayangl sang client, sangat memperhatikan
kepexrluan hidupnya, namun sang client tidak bisa
menjadi patron. Kesayangan sang patron kepada sang
client, adalah kesayangan yand paternalistik dalam
suatu hubungan vyang vertikal, vyang bila dikatakan
secara gamblang adalah suatu hubungan yang

berlandaskan pada ketidaksamaan hak dan kewajiban."
{Herman Soewardi dalam Balitbang Depkop, 1985, h. 51}.
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Masalah vyang dihadapi KQD berkaitan dengan faktor
manusia tersebut, Bukan hanya . masalah belum aktualnya
partisipasti ideal para anggotanya. Masalah lain,
di antaranya ialah yang menyangkut pemahaman dan
penghayatan prinsip-prinsip perkoperasian, Jiwa dan
semangat kekoperasian, kemampuan pengolahan organisasi dan
usaha.

Sri-gdi Swasono {(1987) menéemukakan berbagal
kelemahan koperasi dan KUD dengan formulasi lain, yakni :

1. Kesadaran Koperasi rakyat masih rendah sehingga
tidak mampu melihat peluang koperasi
mensejahterakan mexreka. Dengan kata lain,
koperasi sebagai lembaga modern belum membudavya
dalam masyarzkat.

2. Kegagalan, ketidakmampuan dan penyelewengan di
masa 1lalu telah memberikan citra buruk bagi
koperasi.

3. Pembinaan dari atas ke bawah {top down}
sexringkall menambah ketergantungan dan tidak
bersifat mendidik. (INFOBANK No. 31/1387).

Henk Rdams {1887} dari Perwakilan Rebobank
Foundation memandang masalah pendidikan dan penggunaan
teknologi vang relatif rendah sebagai masalah vang
menghambat perkembangan perkoperasian Indoneslia, apalagi
di sektor tradisional dan d4i pedesaan. Karena itu
bimbingan atau nasehat yang bersifat mendidik barangkali
lebih penting daripada sekedar penyelesaian permohonan
kxredit (INFOBANK No. $1/1987).

Masih ada kaitannya dengan faktor manusia ialah
faktozr substratum KUD yakni sektor informal pedesaan Yang

involuted, juga merupakan kendala kemajuan KUD (Armstrong

dan Mc Gee, 1980}). Demikian juga balnya dengan "kebudayaan
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pertanian® (Scedjitro Sosrodihardjo, 1984}.

Dari hal-hal vyang telah diuraikan d4i -atas, maka
dipandang cukup relevan dan menarik uantuk melakukan
penelitian perihal pembinaan KUD dengan referensi bidang

studi Pendidikan Luar Sekolah.

B. Identifikasi Masalah

Upaya pembinzan koperasi pada umumnya dan KUD pada
khususnya hingga pada séat ini lebih banyak menekankan
pada faktor modal dan kelembagaan. Perhatian terhadap
pengembangan sumber daya manusia terkesan maslh kurang
(Hidayat dalam Ch. Djamhari ed., 1984, h. 74}.

Berbagai kebijakan pemerintah d4i bidang perkreditan
mengindikasikan besarnya perhatian terhadap masalah
permodalah tersebut. Di pedesaan dikenal adanya kredit
uwmum pedesaan (Kupedes)} di samping kredit candak kulak
(KCK) dan kredit usaha tani (KUT). Sejak awal tahun 1330
muncul lagi.bezbagai kebijakan baru dalam hal perkreditan,
di antaranya izlah Paket Kebijakan Tanggal 29 Januari
{Pakian). Kebijakan tersebut mengharuskan bank-bank
menyediakan 20 persen dari selu?uh kreditnya yang berasal
dari dananya sendiri, untuk membantu usaha kecil dan
koperasi. Selain itu, Menteri Keunangan mengeluarkan
xetentuan yang menghaxuskan BUMN-BUMN menyisihkan 1lasbanysa

sebesar i-5 persen untuk pengembangan Koperasi.

selanjutnys, pada tanggal 4 Maret 1330 presiden Soeharto

menghimbau para pengusaha besar swasta untuk menjual 25
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persen sahamnya kepada koperasi.

Sementara itu dapat dikemukakan sejumlah data
mengenatl ,hambafan kemajuan koperasi/KuD yang bertalian -
dengan faktor sumbex dayé mapusia, yakni :

{1) tingkat pendidikan para anggota koperasi yang
pada umumnya zelatif rendah sehingga melemahkan pengawasan
keuangan dan proses informasi;

{2) kurangnya menejer koperasi yang berdedikasi dan
responsif terhadap kesempatan ekonomi yang diciptakan oleh
perubahan struktux pasar;

{3) langkanya wiraswastawan yang mauw mendirikan
koperasi terutama 41 kalangan generasi muda;

t4) pola konsumsi yang menghabiskan tabungan;

(5) etika dan budaya kerja para anggota koperast
yang menyelaraskan kepentinéan pribadi dengan kepentingan
koperxasi;

{6) kesadaran demokrasi yang mengutamakan
keharmonisan interaksi sosial sesama angqoia {#idayat,
dalam Ch. bjamhari, 1984, h. 74}.

Dalam pada itu, dapat dikemukakan bahwa upaya
pembinaan koperasi dapat didekati dari berbagai sudut
pandangan, baik untuk kepentingan akademik maupun untuk
kepentingan praamatik. Dari segi politik, berbagai
kebijaksanaan pemerintah cukup banyak selama ini, baik

yang bersifat fasilitatif maupun yang bersifat

proteksionistik.
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Dari segi pandangan ekonomi, pembinaan KUD_terutama
dikaitkan dengan dimensi perusahaan atau badan usaha yang
menekankan prinsip business like. KUD terutama dipandang
sebagai suate unit perusahaan yang harus selalu berpiiak
pada hukum-hukum ekonomi perusahaan untuk dapat meraih
kemajuan.

Pendekatan dari segi manajemen mensyaratkan
penerapan asas-asas ketatalaksanaan dan érinsip—prinsip
kewirausahaan yang profesional dalam pembinaan KUD. Asas-
asas tersebut menekankan prinsip-prinsip rasionalitas,
produktivitas, efektifitas dan efisiensi dalam mengejar
labha yang sebesar-besarnya.

Suatu pandangan yang 1lain mengatakan, bahwa
membangun koperasi/KUD bukanlah sekedar membangun taté
rerja dan sistem manajemen, tetapi juga terutama haruslah
membangun prilakua, yaitu perilaku insan koperasi (Herman
Soewardi, 1984 dan Harun Alrasjid, 1988). Juga bukan hanya
sekedar pemberian fasilitas kredit, pembexian kesempatan
membeli saham perusahaan besar, serta kebijakan-kebijakan
proteksi. |

Ima Suwandi (1984} 1lebih menekankan 1agl bahwa
esensi pembinaan koperasi/KUD haruslah berwujud pembinaan
manusia seutuhnya karena faktor manusialah unsux penentn
tumbuh tidaknya koperasi/KuUbD, Karena itu upaya
memasyarakatkan koperasi/KUD melalui pendidikan adalah
merupakan kunci utama. Sedangkan Wahyu Sukotijo {1884)

menegaskan pula bahwa pendidikan adalah unsur strategis
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pembinaan koperasi.

Dalam pada itu tidak boleh dilupakan bahwa
eksistensi serta upaya pembinaan Kup senantiasa
berlangsung dalam suatu konteks sosial budaya, serta daliam
dinamika perkembangan masyarakat. Karena itu, kajian
sosial budaya di samping kajian kependidikan juga memegang
peranan yang penting dalam memahami masalah pembinaan dan
pengembangan KUD.

Koperasi adalah produk manca negara dan KUb adalah
gagasan, konsep dan program yang direkayasa di luar desa.
pi sisi lain, desa-desa Yyang memiliki keanekaragaman
dengan ‘ kerakteristiknya maging~masing menjadi ajang
aplikasi konsep dan gagasan tersebut.

Dari hasil pengamatan pendahuluan pada XUD Cinta
Tani di desa Baju Bedosz, Kecama?an Maros Baru, Kabupaten
Maros, dan pada KUD Mattiroe Bulu di desa Bontosunggu,
Kecamatan Gantarang Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi
Selatan, diperoleh informasi mengenai keanekaragaman pola
pener imaan masyarakét desa terhadap gagasan, konsep, dan
program KUD serta perbedaan perkembangan KUD tersebut.
Dari berbagai sumber informasi 1lain 41 antaranya media
massa diketahui, bahwa tidak sedikit jumlah KUD yang tidak
berkembang sebagaimana diharapkan, sedangkan yang
perkembangannya dinilal baik hanya sebagian keclil saja.

KUD vyang berbentuk peralihannya adalah BUUD/KUD
pada dasarnya adalah suatu gagasan dan konsep koperasi

pedesaan vang baru | direkayasa untuk diaplikasikan
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menyeluruh pada komunitas pedesaan di Indonesia. Gagasan
dan konsep baru mengenai koperasi primer pada tingkat desa
beramalgamasi dalam KUD. Upaya mengaplikasikan gagasan dan
konsep baru koperasi pedesaan pola KUP tersebut, dalam
penelitian ini dipersepsi sebagai suatu proses
pengembangan gerakan koperasi dalam komunitas pedesaan,
yang dimulai saat diluncurkannya gagasan dan konsepnya,
diadopsi oleh pemimpinan puncak lokal, kemudian dirintis
penyebaran idenya dan pembentukan kelompok pendukungnya
serta pengembangannya iebih lanjut sebagal suatu institusi
koperasi swakelola.

Dari paparan yang telah dikemukan di atas, maka
pertanyaan pokok yang menjadi masalah penelitian inti
ialah : bagaimanse pzosés berlangsungnya pengembangan
gerakan %operasi pedesaan dalam suatu komunitas desa.

Berdasarkan pokok persoalan yang dikemukakan di
atas, muncul beberapa pertanyaan pénelitian sebagaimana
dikemukakan berikut ini.

(1) Bagaimana mengintroduksikan gagasan dan konsep
koperasi pedesaan itu ke dalam suatu komunitas desa?

{2) Bagaiman persepsi, sikép dan tanggapan
pemimipin puncak lokal terhadap gagasan dan konsep itu?

{3) Masukan (input) apa saja yang mungkin turut
mempengaruhi sikap dan tanggapannya itu?

(4) Bagaimana proses penyebaran gagasan dan konsep
itu berlangsung dalam komunitas pedesaan, serta bagaimana

peranan pemimpin puncak lekal dalam proses penyebaran
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tersebut?

{5) Masukan {input) apa saja yang mungkin turut
berpengaruh dalam proses penyebaran dan terhadap peranan
yang dimainkan oleh pemimpin?

{6} Lapisan atau kelompok sosial manakah yang
meniadi target sasaran pertama kall dari upaya penyebaran
itua?

{7) Bagaimana sikap dan tanggapan kelompok sasaran
terhadap upaya penyebaran serta terhadap gagasan dan
konsep itu?

(8) Masukan (input) apa saja yang mungkin turut
berpengaruh terhadap sikap dan tanggapan kelaompok sasaran
itu?

(9) Bagaimana proses penyebaran gagasan dan konsep
fitu berlangsung hingga menjangkau lapisan massa pe&esaan?

(10) Bagaimana sikap dan tanggapan kalangan massa
pedesaan terhadap penyebaxan dan terhadap gagasan serta
kxonsep itu?

(11) Masukan (Input) apa saja yang mungkin turut
mempengéruhi sikap dan tanggapan mereka?

{12) Bagaimana bentuk interaksi belaijar-
pembelajaran yang terjadi dalam proses pengembangan

gerakan koperasi pedesaan itu?

C. Premis Penelitian

Koperasi hanya bisa tumbuh subur dalam masyarakat

vang memiliki semangat koperasi. 0leh karena itu, usaha
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menghidupkan dan menumbuhkan semangat koperasi itu adalah
tugas yang pertama. Cita-cita koperasi harus ada lebih
dulu dan dihidupkan terus-menerus dalan hati sanubari
rakyat, barulah kemudién dapat dibangun organisasi-
organisasi koperasi sebagai badan pelaksana cita-cita
tersebut. Hal ini berarti pula bahwa koperasi menghendaki
didikan dan latihan yang memakan waktu yang lama (Bung
Hatta dalam J.B. Djarot Siwijatmo, 1582, h. 2)}.

Kesadaran berkoperasi adalah awal daripada' usaha
membangun koperasi. Karena itu, setiap upaya pembinaan
seharusnya berkaitan- langsung atau tidak langsung dengan
pembinaan kesadaran berkoperasi itu. Kesadaran berkoperasi
bukanlah sesuatu yang ada dengan sendirinya pada setiap
subyek koperasi, melainkan sesuatu yang meﬁexlukan upaya
edukasi dan fe-edukasi {Continuons learning).

' Membangkitkan kesadaran berkoﬁerasi secara lebih
iuas adalah dengan memperbaiki citra koperasi, sedangkan
untuk memperkuat tingkat kesadaran ini ialah dengan
membuat “koperasi berhasil". Selanjutnya, koperasi yang
berjalan baik pada gilirannys akan memperkuat cita-cita
koperasi (S8ri Edi Swasono, ¥985).

8etiap facse pengalaman yanyg memperkaya
pengetahuan massa rakyat yang akan mengembangkan kecakapan
dan keterampilannya, memperluas wawasan hidupnya, melatih
mereka bekeria sama secara harmonis dan efektif, serta
mendorong mereka untuk melaksanakan tanggung jaﬁab, dapat

memberikan arti pendidikan bagi koperasi. Karena itu
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vonsep pendidikan dan praktek pendidikan koperaéi adalah
pendidikan sepaniang hayat (lifelonq education}.

Seialan dengan konsep pendidikaﬁ sepaniang hayat
itu, maka setiap orang yang bersangkut paut dengan gerakan
koperasi seharusnya berpartisipasi dalam setiap proses
pendidikan dan pendidikan ulang {reeducational process).

Sebagai himpunan orang, koperasi menghendaki
persyaratan minimum antara lain, {1} harus ada alasan yang
4elas dan nyata untuk membentuk organisasi berupa
kebutuhan bersama vyang benar-benar dirasakan mendesak
dalam rangka memperoleh manfaat ekonomik, (2) harus ada
sekelompok individu vang aktif berfungsi sebagai anggota
pendiri, (3) harus ada pemimpin yang mampu memotivasi dan
mengoréanisasi kelompok tersebut. Selain itu ada
persyaratan yang bersifat ekstexrn, di antaranya 1ialah
adanya struktur sosizl masyarakat yang cukup fleksibel
yang memungkinkan koperasi berusaha {(Hans H. Muenkner,
1985, h. 131-12).

Pembentukan KUD umumnya menggunakan pendekatan
atas-bawah (top down) dan selaniutnya diharapkan menjadi
wadah ekonomi masyarakat pedesaan yang tumbuh dari bawah.
Hans H. Muenkner, {1385, h. 17} menijelaskan bahwa
prakarsa pemerintah memang diperlukan, sementara kondisi
sosial dan ekonomi tidak memungkinkan perkembangan swadaya
dari bawah dengan asumsi bawah segera setelzh koperasi
terbentuk para anggota dapat belajar opn the job mengenai

cara berkoperasi.
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Menmbangun koperasi atau KUD bukanlah sekedar
membangun tata kexja atau sistem manajemen. Juga bukan
hanya pemberian fasilitas kredit atau pelimpahan saham
dari perusahaan besar swasta serta kebijaksanaan proteksi,
tetapi terutama haruslah membangun perilaku, yakni .
perilaku "insan koperasi® (Herman Scewaxdi, i9384}). Atas
dasar itu, maka proyram pengembangan koperasi seharusnya
menekankan pada proses pendidikan Jangka panjang Yang
tidak dapat dipercepat dengan instruksi-instruksi
administratif (Hans H. Muenkner, 1985, h. 18).

Pada tingkat lokal, hasil penelitian Soekarian
Hadisutikno (1988) menunjukan dominasi kepala desa Yyang
nyaris mutlak dalam berbagal pengambilan keputusan
pelitik, sedéngkan warga desa adalah cobyek yang tinagal
melaksanakannya. Lukman Sutrisno (dalam Ch. Diamharl,
1384, h. 64) menyatakan, bahwa pregram-program pengem-
bangan di pedesaan pertanian maupun non-pertanian, pada
hakékatnya berhasil berkat kerja sama antara dua gelongan
elit desa, vakni pimpinan pemerintah desa dan para petani
kaya. Dalam proses pembangunan yang bersifat top down,
pimpinan pemerintahan desa merupakan "pemegang kunci
gerbang".

Hal tersebut di atas mensyaratkan bahwa suata
konsep dan program vang diluncurkan haruslah lebih dahulu
benar-benar diadepsi pimpinan lokal, jika dikehendaki
berhasil diseoslialisasikan dan diadaptasikan dalam

komunitas pedesaan.
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Dominasi formal dan struktural saja tidaklah
memadai dalam proses pengalihan dan pengadaptasian konsep
dan program KUD. Kredibilitas kepemimpinan berciri panutan
diperlukan helenqkapi dominasi formal struktural tersebut.

Dalam pada itu organisasi koperasi dapat berusaha
secara efektif sebagai agen perubahan sosial-ekonomi tidak
secara revolusioner melainkan secara evolusionez.
Perubahan sosial dalam hal ini mencakup perubahan-
perubahan mentalitas manusia yang terlibat dalam ﬁroses
perubahan itu, dan yang hanya dapat dicapai secara
berangsur-angsur sexta perlahan-iahan {(Hans H. Muenkner,
1985, h. 22}.

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan 4i atas,
dipandang perlu menetapkan premis-premis penelitian
seperti berikut ini.

1. Konsep dan program koperasi pedeszan pola Kub
sebagai'hasil rekayasa tingkat-atas desa, berpeluang lebih
besar disosialisasikan dan diadaptasikan dalam komunitas
pedesaan, jika lebih dahﬁln diadopsi oléh suatu
kepemimpinan lokal bereciri panutén.

2. Struktur pelapisan sosial di pedesaan yang tidak
senjang merupakan prakondisi yang menguntungkan bagi
proses adaptasi konsep dan program koperasi pedesaan poela
RUD itu.

3. Svatu kelompok elit lokal yang tidak eksklusif
dapat berperanan efektif sebagai medliator keterkaitan

fungsional antara proses pendekatan top down dan bettom up
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dalam proses pengembangan gerakan koperasi pedesaan
tersebut.

4, Konsep nilai budaya lokal dan agama dapat
meniadi sumber motivasi, dinamisasi dan etos keria dalam
pengembangan koperasi.

. Dalam keselurzhan proses pengembangan gerakan
koperasi pedesaan itu, dapat diidentifikasikan dua Jjenis

setting belajar-pembelajaran, yaitu 1) npatural societal

setting dan 2) formal intructional setting.

6. Semua unsur personal yanyg terlibat dalam
pengembangan gerakan koperasi pedesaan, memerlukan
peﬁdidikan bersinambung, agar ia dapat selalu efektif

berperanan.

D. Tojuan Pepelitian

Secara umum penelitian ini bermaksud mengungkapkan
dan menganalisis fakta serta memahami maknanya dalam
perspektif pendidikan tentang proses pengembandgan
koperasi pedesaan dalam suatu komunitas pedeSaan.

Secara khusus penelitian ini bermaksud mengetahuti
siapa saja dari komunitas pedesaan 1itu sendiri yang
mungkin memainkan peranan dalam pengembangan koperasi

tersebut dan memahami makna peranan mereka.

E. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, premis penelitian dan

tujuan penelitian yang telah dikemukakan lebih dahulu,
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maka vyang menjadi fokus penelitian ini, ialah proses
pengembangan gerakan koperasi dalam komunitas pedesaan.

Rerkaitan dengan fokus wmasalah penelitian tersebut,
beberapa hal berikut ini dipandang periun diamati secara
lebih khusus, dipahami dan diungkapkan maknanya.

1. Profil pemimpin puncak lokal berkenaan dengan
karateristik kepribadlannya, kepemimpinannya serta
komitmennya terhadap kebersamaan dan splidaritas dalam
komunitasnya.

2. Cirid stratifikasi sosial dan implikasinya
terhadap pola hubungan sosial dan solidaritas sosial
antarlapis.

3. ciri kelas elit lokal dan/atau kelompok elit
lokal, kecendexrungannya dan komitmennya terhadap
kebersamaan dan solidaritas sosial antarlapis dan
antarkelompck sosial.

4. Proses adopsi gagasan dan konsep koperasi .
pedesaan oleh pemimpin puncak lokal dan upayanya mendorong
pengembangan gerakan koperasi di desanva.

5. Sistem nilai budaya lokal yang menjadi referensi
sikap dan perilaku warga komunitas desa, aktuallsasinya
dan implikasinya bagl upaya pengembangan gerakan koperasli.

6. Bentuk-bentuk kegiatan belajar-pembelaiaran
dalam keseluruhan proses pengembangan gerakan koperast

tersebut.



